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Abstrak

Zakat merupakan poros penting keberadaan umat Islam, karena menjadi
salah satu kewajiban bagi umatnya, selain memang berfungsi mendekatkan diri
kepada Allah, zakat juga berfungsi mensejahterakan masyarakat. Selain itu
terdapat potensi dana zakat yang sangat besar, potensi tersebutlah yang
mendorong Pemerintah ikut merasa berkepentingan mengatur pengelolaan amil
zakat. Disatu sisi, amil zakat non Pemerintah merasa berat hati dengan
kewenangan dan resiko kriminalisasi tersebut, Sehingga, kontroversipun hadir
atas keputusan Pemerintah, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor
23/2011, khususnya Pasal 38 dan Pasal 41. Permasalahan tersebut sampailah pada
puncak ketika judicial review terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat
Nomor 23/2011 diterima pada persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan hasil
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 sebagai penengah adanya
konflik dalam undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data
penelitiannya serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi
perpustakaan saja tanpa memerluka riset lapangan. Dalam menganalisis
menggunakan metode deduktif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer
berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-
Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 38 dan Pasal 41.
Sedangkan data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang
ada kaitannya dengan permasalahan pengelolaan zakat oleh amil zakat.

Dalam menganalisis hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan hukum dan
pertimbangan para hakim. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial riview terhadap Undang-
Undang Pengelolaan Zakat, dan pada Pasal 38 mengecualikan kata “setiap orang”
dengan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau
pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum
terjangkau olen BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan
zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang, selanjutnya pada Pasal 41 dalam
ketentuan pidananya memberi pengertian lain bahwa ketentuan tersebut tidak
diterapkan serta merta.

Kata kunci : Amil Zakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-
X/2012.
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¢ ‘ain koma terbalik ke atas
¢ gain g ge
< fa’ f ef

é qaf q qi

4 kaf k ka

J lam ‘el

¢ mim m ‘em

o nun n ‘en

9 waw w we

» ha’ h ha

3 hamzah apostrof
S ya' y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

o ditulis muta’addidah
pis ditulis mugaddam
Ta’marbu>thah diakhir kata bila dimatikan tulis h
s ditulis h{ani>f
At ditulis zaka<h

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, amil zakat, salat dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.
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(,:J\\

ditulis
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sl ditulis u’iddat
£ ditulis la"in syakartum
Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qomariyyah
OV,4)) ditulis al-Qur’a>n
) ditulis al-Qiya=>s

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkannya | (el)nya

sl

ditulis

as-Sama>’

et

ditulis

asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

o2oA s93

ditulis

zawi> al-furu>d}

) y?

ditulis

ahl as-Sunnah




MOTTO

Manusia wajib untuk menjaga harapan tinggi dan cita-citanya. Namun orang yang
selalu tidak merasa puas akan apa yang telah dicapainya, akan menemui
kehancuran.

Ibarat pohon yang selalu ingin tumbuh tinggi menuju cahaya, sesungguhnya
hanya menunggu petir yang siap menyambar dan menghancurkan.

(Dalam buku “Zarathustra” karangan F. Nietzsche)

Jangan menyusahkan kalau memang kita bisa memberikan yang lebih mudah.
Tidak ada gunanya pikiran kita 100% benar, bijaksana, berguna, tetapi hanya kita
sendiri yang memahaminya dan tidak seorangpun yang tahu atau bisa
memahaminya. Sama saja ide besar itu akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat
dalam proses “perbaikan” kehidupan.

(Dalam buku “Sebelum Filsafat” karangan Fahruddin Faiz)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sebagai rukun Islam, zakat mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi
yang merupakan perwujudan pemerataan karunia dari Allah SWT. Zakat juga
berfungsi sebagai pernyataan keadilan dan kemanusiaan, yang mengikat antar
umat Islam yang kaya dan yang miskin. Zakat merupakan simbiosis mutualisme
yang membuatnya tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual
bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-
orang kaya.'

Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama

dalam menegakkan Islam?. Salah satu ayat yang menerangkan zakat adalah surat

at-Taubah ayat 103 yang berbunyi3:

..... Dl K ke 81 5 agle s @ aadis abils ﬁu,@\y\w»
e o Ay

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar,
Maha mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103)

Zakat sendiri berasal dari istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak™ di samping berarti

Y Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Jakarta: Lentera Antarnusa, 1993,
him. 35.

2 Nuruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta:
Raja Grafindo persada, 2006, him. 1.

® Anonim, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi,
2010, him. 198.



“Mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.* Indonesia sendiri adalah
negara yang penduduknya mayoritas Islam, sehingga dalam kegiatan sehari-
hari tak terlepas dari pengaruh ajaran Islam. Itulah yang menyebabkan
potensi zakat di Indonesia tergolong tinggi.Terbukti pertumbuhan zakat
nasional sepanjang 2017 meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya
menjadi Rp 6 triliun, yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).° Bahkan BAZNAS
menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun
pertahun. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi zakat
terbesar di dunia yaitu 0,95% dari total GDP (Gross Domestic Product).’
Melihat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia, membuat Pemerintah
merasa berkepentingan untuk mengaturnya sehingga pada tahun 1999 dibuat
undang-undang mengenai zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah berlaku sekitar 12 tahun, melalui sidang
paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011 akhirnya perubahan terjadi pada undang-
undang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
Namun tidak lama setelah disahkannya undang-undang pengelolaan zakat
tersebut, ternyata banyak menuai kontroversi. Sehingga pada 16 Agustus 2012
surat untuk permintaan uji materipun muncul, karena ada beberapa pasal pada
undang-undang yang baru dirasa merugikan beberapa pihak.
Menurut M. Sabeth Abilawa® mengatakan, jika Mahkamah Konstitusi

menolak uji materi tersebut, akan terjadi perubahan besar format zakat.

Masalahnya, salah satu pasal yang diuji materi yakni Pasal 17 yang berisi untuk

*Yusuf Qardawi, Hukum Zakat,.. him. 34.

5Anonim, “Zakat  Nasional 2017 Tumbuh 20% Jadi Rp 6  Triliun,”
http://kabar24.bisnis.com/read/20180102/15/722684/zakat-nasional-2017-tumbuh-20-jadi-rp6-
triliun, diakses pada 27 September 2018, pukul 20:21.

®Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat dengan
Pendekatan Business Model Canvas”, Human Falah, Vol. 4. No. 2. 2017, him. 260.

"Fadhilah, “Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,”
http://www.academia.edu/30209585/ Amil-Zakat-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi,  diakses
pada 12 Oktober 2018, pukul 17:00.

® Koordinator Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ).
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membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Permasalahan berikutnya, undang-
undang tersebut juga berpotensi melahirkan kriminalisasi, karena pada Pasal 38
juncto Pasal 41 yang menyebutkan secara tersurat bahwa setiap orang dilarang
dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin®.

Dalam permohonan surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-
X/2012 tersebut Mahkamah Konstitusi mengkategorikan isu yang harus
dipertimbangkan sebagai berikut:'°
1. Sentralisasi Lembaga pengelolaan zakat yang berada di bawah BAZNAS.

2. Subordinasi LAZ kepada BAZNAS.

3. Kewenangan-kewenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh
Pemerintah.

4. Kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak memperoleh izin.

Penelitian ini tidak akan membahas semua objek permohonan tetapi hanya
memahas objek ketiga dan keempat karena keduanya saling bersinggungan,
namun peneliti tetap akan membicarakan seluruh objek tersebut secara umum.
Dari kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012, para
pemohon berpandangan bahwa pada Pasal 38 telah membuat kewenangan para

amil berkurang karena harus mendapat izin pejabat berwenang sebelum

° Anonim, “Undang-Undang Zakat Timbulkan Ketidakpastian Hukum Pengelolaan Zakat di
Indonesia,” http://www.beritasatu.com/hukum/126727-uu-zakat-timbulkan-ketidakpastian-hukum-
pengelolaan-zakat-di-indonesia.html, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 17:09.

10 salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia
Nomor 5255.
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melakukan pengumpulan zakat, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah
terhadap amil yang tidak memiliki izin resmi.

Pasal tersebut juga berdampak pada Pasal 41 tentang Ketentuan Pidana,
bahwa mereka yang tidak mendapat izin dalam melakukan pengumpulan zakat
beresiko mendapat pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal ini sangat
tidak seimbang bahwa amil dalam masyarakat tergolong orang yang sukarela
dalam melakukan tugasnya tanpa ada bayaran tetap. Akibat perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 menjadi 23 Tahun 2011 mengakibatkan
potensi kemunduran pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik

secara kelembagaan amil zakat ataupun amil zakat tradisional.'

Munculnya
permasalahan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan
Nomor 86/PUU-X/2012 yang jelas bersifat final sesuai Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari uraian diatas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat justru menimbulkan banyak kontroversi yang hadir khususnya
Pasal 38 dan 41, sehingga terdapat 13 (tigabelas) pemohon baik dari perorangan
atau badan hukum yang mengajukan uji materi atau judicial review khususnya
tentang kewenangan terhadap amil yang menghasilkan putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Dari masalah tersebut penulis akan

membahas tentang “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-

1 salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia
Nomor 5255.



X/2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat
Pasal 38 dan Pasal 41”.
. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul
penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul
penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:
1. Undang-undang Pengelolaan Zakat
Undang-undang Pengelolaan Zakat awalnya adalah Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 namun melalui sidang paripurna DPR pada 27
Oktober 2011 akhirnya diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 sampai sekarang ini.*?
2. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan
tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945%, yang
berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan memiliki kewenangan-
kewenangan yang memang sudah diatur dalam UUD 1945.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

2Fadhilah, “Amil Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”
http://www.academia.edu/30209585/Amil-Zakat-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitusi,  diakses
pada 12 Oktober 2018, pukul 17:00.

BFandi Ahmad, “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, JOM
Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, him. 2.


http://www.pengertianahli.com/

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak
pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan
putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus
ditaati oleh siapapun (erga omnes). Asas erga omes tercermin dari ketentuan
yang menyatakan bawa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat
dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang
berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan
di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya
secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para
pihak yang berperkara.'* Asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan
hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat
(1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang berbunyi :

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan

tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan

Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula

kekuatan hukum mengikat (final and binding).*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan

sebagai berikut:

“Erna Ratnaningsih, “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/,
diakses pada 2 Oktober 2018, pukul 20:18.

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Pasal 38 dan
Pasal 41?

2. Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Terhadap Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Pasal 38 dan Pasal 41?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi menerima uji materi
atau judicial review terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat Penelitian
a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang permasalahan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi.

b. Menjadi tambahan referensi penelitian tentang kajian uji materi undang-

undang pada Mahkamah Konstitusi dan pengelolaan zakat.



c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan lembaga amil zakat, bahwa
masyarakat harus paham akan adanya undang-undang tentang
pengelolaan zakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu dilakukan
telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan
untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam
penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap
penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas,
adalah:

Skripsi dari Khusnul Abadi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahin Malang dan Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Sentralisasi
Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Analisis Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2012 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”.* Dalam skripsi tersebut membahas
Pengelolaan zakat yang diuji materikan pada Pasal 5, 6, 7 dan 17 Undang-Undang
Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebakan terjadainya sentralisasi
pengelolaan zakat oleh Pemerintah dengan fokus objek Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

®Khusnul Abadi,“Sentralisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2012 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahin Malang dan Universitas Brawijaya Malang, 2015.



Skripsi dari Wahyu Sukmo Aji dari Universitas Muhammadiyah Surakarta
yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”'dalam skripsi tersebut menjelaskan
persoalan kebijakan undang-undang dalam kajian hukum pidana sebagai
kemaslahatan dan ketegasan dalam mengurus pengelolaan zakat di Indonesia.

Skripsi dari Alfi’ah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor
14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan
Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya” *® Dalam skripsi
tersebut pokok bahasan pada pengeloaan zakat oleh lembaga amil dan termasuk
legalitasnya sebuah lembaga tersebut. Sedang skripsi penulis berfokus kepada
hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang memuat
kepentingan-kepentingan lembaga ataupun perorangan yang berada didalamnya

merasa terlindungi dan merasakan keadilan.

. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan
penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research.

Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan

"Wahyu Sukmo Aji, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2017.

8 Alfi’ah, “Tinjauan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014
tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan
Yatim Mandiri Surabaya”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
2015.
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informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang
perpustakaan.'® Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang
ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada
buku-buku serta jurnal ilmiah.
2. Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan
menjadi dua yakni:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.?
Sumber pertama ini merupakan sumber utama. Sumber data primer
dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat pada Pasal 38 dan Pasal 41.

b. Data Sekunder merupakan data yang dapat dijadikan sebagai pendukung
data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan
melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. Dalam
penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, Kkarya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau
dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data
Dalam Pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur atau

studi pustaka yaitu menelaah dokumen-dokumen tertulis, pada data primer

YAji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010,
him. 6.

PAmiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
RajaGrapindo Persada, 2004, him. 30.
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maupun data sekunder. Menurut Mardalis, Studi pustaka (library research)
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas teori yang telah ada dalam
berbagai literatur kepustakaan.” Selain itu Abuddin Nata berpendapat Studi
pustaka (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya
diperoleh dari kepustakaan.”* Hampir sama dengan Abuddin Nata, Sumardi
Suryabrata berpendapat bahwa Studi Pustaka adalah jenis penelitian yang
objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan.?

Selain itu Abdurrahman Fatonipun berpendapat bahwa library research
yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis
data yang bersubmer dari data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-
periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah
sejarah, dokumen-dokumen dan materi kepustakaan lainnya yang dapat
dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.** Dan
menurut Suharsini Ari Kunto metode studi pustaka atau library research
berarti data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa
buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya®, yang
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat pula

disimpulkan bahwa studi literatur adalah pengumpulan data melalui buku-

21 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2003,

him. 29.

65.

22 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, him. 125.
28 sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, him.

2% Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta:

Rineka Cipta, 2006, hlm. 95-96.

%5 Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 1998, him. 236.
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buku kepustakaan, yang digunakan untuk memperjelas konsep ataupun teori
yang sudah ada.

Selain itu juga sumber kepustakaan diperlukan untuk mengetahui
apakah topik penelitian yang telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga
pekerjaan bukan merupakan duplikasi, dan juga untuk mengetahui hasil
penelitian orang lain dalam bidang penyelidikannya, sehingga dapat
memanfaatkannya bagi penelitian yang lain.?

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari
teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan
landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu
ditegakan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar
perbuatan coba-coba (trial and error).”” Untuk itu maka penulis
membutuhkan data kepustakaan dan studi literatur yang berisi teori penunjang
penelitian melalui Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
telah lalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya
monumental dari seseorang.® Kemudian hasil telaah itu dicatat dalam
komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.?®

Dokumentasi ini dibagi dua dokumentasi publik seperti makalah, atau

koran dan dokumentasi privat seperti diary atau buku harian, surat®, dengan

%65 Nasution, Metode Research (Penelitian llmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2014, him. 145-
146

2’symadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, him. 65-66.

3ugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, him. 239.

#saifudin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998, him. 91-131.

®John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him. 269.
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alasan memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari
partisipan dan mendapat data yang berupa dokumentasi dari pihak yang
terkait. seperti buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, jurnal, situs internet,
ataupun makalah ilmiah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan
Zakat .
4. Teknik Analisis Data

Analisis  merupakan  cara  penggambaran  dan  pengaitan
tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian,* selain itu
menurut Heppy el Rais, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
(sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).3* Sedangkan data merupakan unsur
atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian)®. Menurut J.
Supranto, Data adalah sebagai alat pengambil keputusan atau pemecahan
permasalahan itu harus tepat dan benar, karena data yang baik adalah data
dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang
yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu masalah
secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif.*

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam
penelitian. Dimana dituntut untuk aktif memberikan suatu fakta dan keadaan

yang sesuai dengan kejadian yang berlangsung atau data yang ada. Menurut

# Anselm Strausss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan
Teknik-teknik Teoritisasi Data, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, him. 158.

%2 Heppy el Rais, Kamus llmiah Populer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, him. 35.

% Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Kemunikasi,.. him. 26.

% Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Kemunikasi,.. him. 27.
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Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari, menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa
yang dapat diceriterakan pada orang lain.*> Sedangkan Sofian Effendi
mengatakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.*

Dari uraian diatas membuat Penulis mencoba menganalisis
menggunakan Metode Deskriptif dan Deduktif. Menurut Winarno
Surakhmad, penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data
yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan,
pandangan, sikap yang menampak, atau suatu proses yang sedang
berlangsung.’” Pelaksanaan metode deduktif tidak terbatas hanya pada
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi
tentang arti data. Sedangkan Sumadi Suryabrata berpendapat deskripsi adalah
membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat populasi tertentu®.

Sehingga dalam melakukan analisis deskripsi menurut Sumadi
Suryabrata adalah sebagai berikut:*

1. Definikan suatu maalah atau rumuskan tujuan-tujuan.

% Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1997, him. 248.

% Sofian Effendi, dkk, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1989, him. 263.

%" Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah Dasar, Metode dan Teknik edisi
ketujuh, Bandung: Tarsito, 1994, him. 139

*8 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian,.. him. 18

% Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian,.. him. 22
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2. Lakukan penelaahan kepustakaan untuk menentukan dasar informasi
yang ada dan memperbandingkan metodelogi-metodelogi penelitian,
termasuk alat-alat yang ada dan teknik-teknik pengumpulan data.

3. Rancangan cara pendekatan.

4. Kumpulkan data.

5. Evaluasi data.

6. Susun laporan mengenai evaluasi.

Selanjutnya Sitirahayu Haditono menjelaskan deduktif adalah memberi
keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu
ke arah data yang akan diterangkan.*® Metode deduktif ini digunakan dalam
menganalisis data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nantinya
dideskripsikan secara verbal. Sedangkan menurut Puguh Suharso pendekatan
deduktif adalah menyimpulkan sesuatu dari proses pencarian solusi
permasalahan yang didadarkan pada generalisasi logis dari fakta yang telah
dikumpulkan.*

Untuk memahami proses analisis, peneliti harus dapat menunjukan sifat
peristiva yang berkembang, dengan mengetahui mengapa dan bagaimana
tindakan/interaksi, dalam bentuk peristiwa, tindakan ataupun kejadian
akankan tetap, atau berkembang.*? Deduktif atau sifat deduksi dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penarikan kesimpulan dari keadaan

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,..
him. 80.

*pyguh Suharso, Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktik, Jakarta:
Indeks, 2012, him. 12.

*2Anselm Strausss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan
Teknik-teknik Teoritisasi Data, him. 158.
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yang umum, atau dari keadaan yang umum menuju keadaan yang khusus®,
dimana pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi bisa tercipta karena
adanya keadaan yang umum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Pengelolaan Zakat yang dirasa masih sangat umum dan multitafsir
khususnya untuk Pasal 38 dan Pasal 41.

Setelah data terkumpul vyaitu data primer Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 Pengelolaan Zakat dianalisis secara kualitatif. Data Kualitatif adalah
document examination, dalam melaksanakan analisis, dokumen dapat
bervariasi yang dalam hal liputan (coverege), rincian, reabilitas dan
konsistensi dengan dokumen lain.** Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
objek penelitiannya tidak berentuk angka, tapi lebih banyak berupa narasi,
dokumen tertulis dan tak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non
angka lainnya. Sehingga dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan
dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan
pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data
yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera
dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa
data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang
kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam analisis

ini mengambil pendapat para tokoh dan berbagai teori untuk mengusung

*Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Jakarta: Balai pustaka, 2007,
him 244,
* Samsul Hadi. dkk, Metode Riset Evaluasi, Yogyakarta: Lakbang Grafika, 2011, him. 256.



17

adanya analisis yang baik, mengambil sifat khusus diambil kesimpulan secara
deduktif.
G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga
nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan
sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini
sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat,
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il mengenai semua teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang
zakat yang meliputi pengertian, tujuan, golongan penerima zakat, sejarah
pengelolaan zakat di Indonesiaa dan jenis amil zakat di Indonesia baik
kelembagaan ataupun perorangan.

Bab IIl membahas isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-
X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat.

Bab IV membahas tentang Analisa hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat .

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai

penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
86/PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Pasal 38 dan
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, menyatakan Frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal
41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
dengan ‘“mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh
umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di
suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan
LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud
kepada pejabat yang berwenang”.

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Pasal 38 dan 41
belum bisa diterapkan dalam masyarakat selama Pemerintah belum
dapat membentuk struktur Badan Amil Zakat atau unit pelayanan
terkait yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini
dilayani oleh para amil zakat tradisional. Artinya, dilarangnya
kegiatan amil zakat yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang,
sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat mulai berlaku, telah atau setidaknya berpotensi memunculkan

123
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kekosongan pelayanan zakat di masyarakat dengan belum

terbentuknya LAZ atau BAZNAS di seluruh pelosok daerah.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa perlunya sosialisasi yang lebih
intensif tentang masalah kewenangan amil zakat khususnya Pasal 38 dan
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, sehingga ketika BAZ dan LAZ mulai ada disetiap daerah khususnya
desa. Karena, kelegalan amil zakat akan menjadi penting untuk menjaga
dan menghindari penyalahgunaan zakat oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab.
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